PERTEMUAN VII

PEMBUKTIAN

Pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.  Berdasarkan Pasal 163 HIR, yang harus membuktikan adalah :

1. pihak yang mempunyai barang sesuatu hak;

2. pihak yang meneguhkan haknya;

3. pihak yang membantah hak orang lain.

Pada dasarnya, pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini Penggugat, namun pada praktiknya diserahkan pada kebijaksanaan hakim, bisa Penggugat ataupun Tergugat.

Ada beberapa teori yang mendasari proses pembuktian ini antara lain :

1. Teori Hukum Subjektif, yang mengajarkan bahwa suatu perkara selalu mengenai hal mempertahankan hak, maksudnya bahwa barangsiapa yang mengatakan memiliki hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut, tapi tidak perlu membuktikan segala apa yang diperlukan, cukup membuktikan hukumnya saja.

2. Teori Hukum Objektif, mengajarkan siapa yang datang pada hakim untuk melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta yang dikemukakan, maka untuk itu ia harus membuktikan kebenarannya pada hakim yang akan mengesahkan pelaksanaan peraturan hukum tersebut.

3. Teori Hukum Acara & Teori Kepatutan, kedua teori ini berpangkal pada hasil yang sama, hakim dalam membagi beban pembuktian, harus berdasarkan persamaan kedudukan para pihaknya, oleh karenanya hakim  membebankan pembuktian secara seimbang dan patut.

Ada beberapa hal yang tidak harus dibuktikan yaitu :

1. kejadian atau fakta yang diketahui oleh umum misalnya adanya banjir di musim hujan dan sebagainya;

2. Apabila Tergugat telah mengakui hal yang digugatkan;

3. Fakta-fakta yang tidak disangkal oleh Tergugat;

4. Apabila telah disumpah;

5. Kejadian yang diketahui sendiri oleh hakim pada saat persidangan midalnya cacad hukum dan sebagainya;

6. Keadaan dalam hal putusan verstek.

Kekuatan alat bukti dapat dilihat berdasarkan beberapa teori yaitu :

1. Teori Vry Bewy’s, dalam hal ini hakim bebas dalam menentukan atau menilai alat-alat bukti;

2. Teori Verplicht Bewy’s, dalam hal ini hakim terikat dalam menentukan atau menilai alat-alat bukti.

Sifat-sifat alat bukti terdiri dari :

1. Alat bukti yang sempurna, artinya dengan diajukannya alat-alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima oleh hakim, yaitu alat bukti surat, karena surat berlaku umum sebagai akta otentik;

2. Alat bukti kurang sempurna, artinya dengan diajukannya alat bukti, maka hakim tidak langsung menerima, tapi hakim harus mencari atau melengkapinya misalnya akta di bawah tangan;

3. Alat bukti mengikat, artinya dengan diajukannya alat bukti, maka hakim langsung terikat misalnya sumpah.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang alat bukti terdapat dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 BW, yakni :

1. Alat bukti tertulis/surat;

2. Saksi;

3. Persangkaan;

4. Pengakuan;

5. Sumpah

Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum mengenai alat bukti ini , yaitu dalam Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan setempat yang mana saat ini telah diakui sebagai alat bukti biasa dan Pasal 154 HIR tentang keterangan ahli yang diakui sebagai perbandingan dengan alat bukti biasa.
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